
FERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 13 TAHUN 1992 

TENTANG 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PAM JAYA) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KFPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang 	a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta(PAM JAYA) yang didirikan berda-
sarkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Nomor 3 Tahun 1977 (Lembaran Daerah 
Khusus 	Ibukota Jakarta Nomor 74 Tahun 1977) 
adalah Badan Hukum yang berwenang melakukan 
usaha penyediaan dan distribusi air minum kepada 
masyarakat dan untuk kemanfaatan umum lainnya 
terutama di wilayah Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas 
Perusahaan Daerah dimaksud agar lebih berdaya 
guna dan berhasil guna maka pengelolaannya perlu 
ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan 
keadaan saat ini serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan 
Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
(PAM JAYA). 

Mengingat 	: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 	1962 
Perusahaan Daerah jo. Undang-Undang 
Tahun 1969; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok Pemerintahan Di Daerah; 

tentang 
Nomor 6 

Pokok- 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 
Pengairan; 

tentang 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 
Susunan Pemerintahan Daerah Khusus 
Negara Republik Indonesia Jakarta; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawaean 
Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah 
Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 
tanggal 8 Nopember 1985 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan 
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ; 

tentang 
Ibukota 
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7. 
Peraturan Merteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
1990 tentang Tatacara Kerjasama antara Perusahaan 
Daerah dengan PThak Ketiga; 

8. 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-686 
tanggal 7 Oktober :981 tentang Petunjuk Pelak-
sanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota 
Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan NomJr 4:6/Menkes/PER/ 
IX/1990 tentang Syarat syarat dan Pengawasan 
Kualitas Air; 

10. 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemor 26 Tahun 
1991 tentang ?edoman Sistem Akurtansi Perusahaan 
Daerah Air Minum. 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 	
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUj DAERAH 
Knusus IBUKOTA JAKARTA (PAM JAYA) 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah 	yang dinaks-=zd dengan: 
a. Daerah adalah Daerah khusus Ibu.

.-cota :akarta; 

b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah P...aerah Ellusus Ibukota Jakarta; 

c. 
Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Repala 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

d. PAM JAYA adalah Perusahaan Daerah Air 
Daerah Khusue Ibukota Jakarta ; 

e. 
Direktur Utama adalah Direktur Utama PAM JAn; 

f. Direktur adalah Direkt-Jr PAM JAYP ; 
g. Direksi adalah Direksi PAM JAYA ; 

h. 
Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PAM JAYA. 



BAB II 

PENDIRIAN 

Pasal 2 
(1) 

PAM JAYA dalam Peraturan Daerah ini adalah PAM 
JAYA yang telah didirikan berdasarkan Peraturan 
Daerah Eaerah Xhusus Ibukota Jakarta Nomor 3 
Tahun 1977 yang kedudukannya sebagai Badan Hukum 
diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ter-sebut. 

(2) 
PAM JAYA sebagai Badan Hukum adalah badan yang 
berwenang melakukan pengusahaan, penyediaan dan 
pendistribus!_an air minum serta usaha-usaha lain 
berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

BAB III 

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA 

Pasal 3 

PAM JAYA berkedudukan dan €je. t 	?usw: di 

tasal 4 

Wilayar. .erja PAM JAYA berada di Daex-an Khusus Ibu- kota 	Jac, 	dapat mempunyz,.:1 kantpr caban, instalasi serta kantor p2layanan di te2,Dat-t2mpat 1ain yang ditetapkaY' oleh Gubernur Kepala Daerah. 

A 1: IV 

lfidUAN, T~S POKOK, DAN FUNCIST 

Pasal 5 

Tujan PAN JAY-Q. ac4,21;Lh pemenuhan ass' m1num untuk butu
•  han maeyarakat delm rangk meningkatan kesejah 

rakyat, menj.ngkatken pendar;atan asli Dac.:.rab 
turu't mela3-mariak8n pengengan perekonomian 

Pasa:k 8 

L'ug 	
PAMJAA adalah makukan segala uedha 

yan£-- berhl.lbun.g-an largsurw dengan penyediaan dan 
ali minum yang 
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B A B II 

PENDIRIAN 

Pasal 2 

(1) PAM JAYA dalam Peraturan Daerah 	adalah PAM 
JAYA yang telah didirikan berdasarkan ?eraturan 
Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nonor 3 
Tahun 1977 yang kedudukannya sebagai Badan Hukum 
diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daera-_-1 ter-
sebut. 

(2) PAM JAYA sebagai Badan Hukum Edalah badan yang 
berwenang melakukan pengusahaen, penyediaan dan 
pendistribueian air minum serta usaha-LEaha lain 
berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

BAB III 

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA • 

Pasal 3 • 

PAM JAYA berkedudukan dan berkantor pusat Ji Jakarta. 

Pasal 4 

Wilayah kerja PAM JAYA berada di Daerah Khusus Ibu-
kota Jakarta dan dapat mempunya:l kantor caoang, 
instalasi serta kantor pelayanan di tempa-:.-tampat 
lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daera.n. 

BAB IV 

TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 

Pasal 5 

Tujuan PAM JAYA adalah pemenuhan air minum untuk ke-
butuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan keEejah 
teraan rakyat, meningkatkan pendapatan asli Daerah 
serta turut melaksanakan pengembangan perakor.cmian 
Daerah. 

Paeal 6 

Tugas pokok PAM JAYA adalah melakukan segala usaha 
yang berhubungan langsung dengan penyediaan dan 
pendistribusian air minum yang nemenuhi syarat-
syarat kesehatan dengan berpegang pada prineip- 
prinsip ekonomi perusahaan serta pe:ayanan yang baik 
bagi masyarakat. 
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Pasal 7 

Dalam melaksanakan tugas pokok Eebagaimana dimaksud 
dalam Paeal 6, PAM JAYA berfungEi: 

a. mengusahakan pengadaan/penyediaan air minum 
sesuai dengan program pembangunan ?emerintah 
Daerah; 

b. membangun, mengelola dan m=2:me1ihara instalasi 
penjernihan serta sumber air .zak.2 dan renyimpanan air; 

c. membangun dan memelihara sisten pengadaan air 
minum antara lain :hidran umum, terminal air dan 
tangki air ; 

d. memasang dan memelihara pipa-pipa induk dan pipa 
distribusi berikut fasilitas lair_nya; 

e. mengatur serta mengawasi distribusi dan Demakaian 
air minum; 

f. melakukan 	penelitian 	laboratorum terhadap 
sumber-sumber dan produk air minun sesu. dengan 
syarat-syarat kesehatan; 

g. melakukan survai dan pengumpulan data untuk 
bahan penyusunan tarif air minum; 

h. melayani permintaan sambungan air minum dari dan 
untuk masyarakat, perusahaan, perumahan, hotel 
dan lain-lain; 

i melakukan pencatatan meter air terhadap para 
pelanggan air minum; 

menagih uang langganan air minum dan penghaeilan 
lainnya sesuai dengan peraturan per.undang-
undangan yang berlaku; 

k. mengambil tindakan terhadap Demakai e.r minum 
yang tidak eah; 

1. menyediakan air minum dalam rangka membantu 
memenuhi kebutuhan fasilitae kota; 

m. membantu Gubernur Kepala Daerah dalam rangka 
mengatur, memberikan izin dan mengawasi usaha- 
usaha instalasi air minum yang dilaksana-.-can oleh 
pihak ketiga di wilayah DaerEh Kly_laue Ibukota 
Jakarta; 

n. memberikan izin dan mengawasi instalat:ur di wila-
yah Daerah Khusue Ibukota Jakarta; 

o. meningkatkan mutu, keterampilan, dan keseahtera-
an Karyawan dalam pembentukan te_-:aga kerja teram- 
pil dan pengembangan karier untu.{ m3ningketkan pe 
layanan umum; 

j. 
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BABV 

MODAL 

Pasal 8 

(1) 
Modal PAM JAYA adalah seluruh kekayaan PAM JAYA 
sebagai kekayaan Pemerintah Daerah yang dipieahkan. 

(2) Modal 	dasar PAM JAYA d;_tetapkan 	sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua trillun rupiah). 
(3) Modal 	yang ditempatkan 	ditetapkan sebesar Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus 	rupiah). 
(4) 

Modal yang disetor pada saat pengasahan Peratur- 
an Daerah ini adalah sebesar Rp.127.573.410.981,61 
(seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh 
puluh tiga juta empat ratue sepuluh ribu 
sembilan ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh satu sen). 

(5) 
Penambahan modal selanjutnya diatur sesual dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 9 
(1) 

PAM JAYA mempunyai cadangan umum yang dibentuk 
dan dipupuk berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf 
b Peraturan Daerah ini. 

(2) 
PAM JAYA tidak mengadakan cadangan rahasa. 

(3) 
Semua alat likuid PAM JAYA die::_mpan dalan Bank 
Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
dan atau Bank-Bank Pemerintah yang ditunuk. 

Pasal 10 

Modal dan sumber dana PAM JAYA dipercleh dari : a. pemupukan dana intern; 
b. penyertaan modal Daerah; 
c. bantuan pemerintah dan pihak ketiga; d. 

pinjaman yang diperoleh dari dalam dan luar negeri. 

BAB VI 

PENGELOLAAN 

Pasal 11 

(1) PAM JAYA dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri 
atas seorang Direktur Utama dan setanyak-
banyaknya 3 (tiga) orang Direktur. 
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(2) Pengecualian sebagaimana dima:c.sud pada ayat (1) pasal 	
harus terlebih dahulu mendapat perse- tujuan Menteri Dalam Negeri. 

Pasal 12 

(1) 
Dalam melakeanakan pengelolaan PAM JAYA Direktur 
Utama bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah. 

(2) 
Para Direktur PAM JAYA dalam melaksanakan tugas 
nya bertanggung jawab kepada Direktur Utama. 

Pasal 13 

(1) 
Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak 
untuk dan atas nama Direksi. 

(2) 
Masing-masing Direktur untuk bidargnya dan dalam 
batas yang ditentukan dalam tata kerja menjalan- 
kan pekerjaan Direksi, berhak da berwenang ber-
tindak untuk dan atas nama Direksi. 

(3) 
Apabila Direktur Utama berha1anga:1 tetap dalam 
mejalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu 
lowong dan penggantinya belum diangkat atau belum 
menjabat, maka jabatan Direktur Utama d!jabat 
oleh salah satu Direktur berdasarken penunjukan 
sementara Gubernur Kepala Daerah. 

(4) 
Apabila semua anggota Direksi ber..-Ialangan tetap 
menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi 
lowong seluruhnya dan belum diangkat penggantinya 
atau belum menjabat jabatannya maka sementara 
waktu pimpinan dan pengelolaan PAM JAYA dijalankan 
oleh seorang atau lebih anggota. Badan Pengawas 
yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah. 

Pasal 14 

Tugas Pokok Di-2eksi adalah: 

a. 
mengelola PAM JAYA sesuai dengan tujuan yang 
telah ditetapkan; 

b. mengurus dan mengelola kekayaan PAM JAYA; 

c. meningkatkan kesejahteraan pegawai; 

d. 
menyerahkan kuasa untuk mewakili PLM JAYA di 
dalam dan di luar pengadilan kepada Eeorang atau 
beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditun-
juk untuk itu atau kepada seseorang 3tau beberapa 
orang pegawai, baik sendiri maupun bersama-sama 
atau kepada orang dan atau badan lain. 



Pasal 15 

(1) Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari 
Gubernur Kepala Daerah dalam hal: 

a. mengadakan perjanjian kerja sama yang berlaku 
untuk jangka waktu lebih darl 1 (satu)tahun; 

b. mengadakan pinjaman dari dalam dan 1uar negeri; 
c. memperoleh, memindahtangankan dan menghipotek-

kan benda tidak bergerak milik PAM JAYA; 

d. penyertaan modal dalam perusahaan lain; 

e. melaksanakan hal-hal yang bersifat prinsip 
lainnya yang berhubungan dengan penyelenggara-
an dan pengelolaan PAM JAYA. 

(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pasal ini diberikan Gubernur Kepala Dae-
rah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas. 

Pasal 16 

(1) Anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia 
yang mempunyai akhlak dan moral yang baik, 
disiplin, dan dedikasi yang tinggi, serta harus 
memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang 
pengelolaan perusahaan serta memenuhi persyaratan 
lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan 
perusahaan yang di-pimpinnya. 

(2) 
Antar anggota Direksi tidak boleh ada hubungan 
keluarga sampai derajat ketiga menurut garis 
lurus, baik ke atas maupun ke bawah, garis ke 
samping termasuk suami istri, menantu dan ipar. 

(3) Apabila anggota Direksi sesudah 	pengangkatan 
maeuk dalam hubungan keluarga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) pasal ini maka anggota 
Direksi yang bersangkutan untuk melanjutkan 
jabatannya harus mendapat izin tertulis dari 
Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar 
pertimbangan Menteri Dalam Negeri. 

(4) 
Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan 
pribadi, langsung atau tidak langsung pada usaha 
lain yang bertujuan mencari laba. 

(5) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan 
lain kecuali dengan izin tertulis Gubernur Kepala 
Daerah. 
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Pasal 17 

(1) Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur Kepala 
Daerah atas usul Badan Pengawas setelah mendapat 
persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri. 

(2) Masa jabatan anggota Direksi selama-lamanya 4 
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah 
masa jabatan tersebut berakhir. 

Pasal 18 

(1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia 
atau dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala 
Daerah meskipun jabatannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) belum berakhir, kaena : 
a. permintaan sendiri; b. 

melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan PAM JAYA ; 
c. 

melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan 
kepentingan Daerah atau Negara; d. 
sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat 
melaksanakan tugasnya secara wajar; e. promosi jabatan. 

(2) Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan 
sementara anggota Direksi yang diduga melakukan 
tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , c dan d pasal ini. 

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) pasal ini diberitahukan secara tertulis 
oleh Gubernur Kepala Daerah kepada anggota 
Direksi yang bersangkutan , Badan Pengawas dan 
anggota Direksi lainnya dengan disertai alasan-alasannya. 

(4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara eeba-
gaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilaku-kan hal-hal sebagai berikut: 

a. sebelum pemberhentian karena alasan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) huruf b,c dan d 
pasal ini dilaksankan, anggota Direksi yang 
bersangkutan diberikan kesempatan untuk 
membela diri dalam suatu sldang yang khusus 
diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam 
jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan 
sejak anggota Direksi yang bersangkutan 
diberitahu tentang pemberhentian sementara tersebut ; 

b. dalam sidang tersebut Badan Pengawas memutuskan 
apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap 
diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhen-
tian sementara itu dibatalkan dan segera me-
nyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah; 



c. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dite-
rimanya keputusan sidang sabagaimar:a dimakaud 
pada huruf b ayat ini, Gubernur Kepala Daerah 
menyampalan keputusannya secara tertulls ke-
pada Direksi yang bereangkutan, Badan Pegawas 
dan anggota Direksi lainnya ; 

d. dalane hal pemberitahuan tidak dila.kuan dalam 
jangka waktu yang ditentukan 
dimaksud pada sebagaimana 

huruf c ayat ini, maka pemberhentian sementara menjadi 
hukum ; -aata3 menurut 

e. jika keputusan Gubernur Kepa:a Daerah sebagai-
mana dimaksud pada huruf c ayeat ini tidak 
dapat disetujui Direksi yang beraangkutan 
bereangkutan ataupLn oleh Badan Pengawas, maka pihak yang 

dapat 
mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Ylanteri Dalam 

Negeri dengan dieertai alaaan-alaaen dalam waktu 2 (dua) minggu 
setelah pemberitahuan tentang keputusan tersebut dateramanya; 

-1. apabila .1.enteri Dalam Negeri tidak mengambil 
keputusan terhadap permohonan bandin2 tersebut 
pada huruf e ayat ini dalam jangka waktu 2 
(dua) bulan sejak surat banding diterimanya, 
maka permohanan banding yang -aeraEngkutan 
dianggaa citerima sehingga keputusan Gubernur 
Kepala 3aerah menjadi batal menurut hukum. 

(5) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana 
damaksud peda ayat (3) dan (4) paEal ini dlbatal-
cera terbuka. kan, maka ,.elng bersangkutan direhabilitasikan 6e-

:6) Dalam hal perbuatan sebagaimana dinakaud pada 
ayRt (1) huruf b dan c pasal ini merupakan tindak pidana  

menurut keputusan 
pengadilan penberhentian tersebut tidak dengan hcrmat. maka ,  

Pasal 19 

Susunan organisasj dan tata kerja PAM JAYA ditetap-
kan olah Gubernur Kepala Daerah. 

BAB VII 

BADAN PENGAWAS 

Pasal 20 
(1) 

Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah. 

(2) 
BadEn Pengawas aertugas melaksanakar pengawasan 
umuir terhadap pengelolaan PAM JAYA. 
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Pasal 21 

Badan Pengewas mempunyai kewajiban: 

a. memberikan pendapat Can saran kepada Guberrur 
Kepala Daerah mengenai rencana kerja dan angga- 
ran PAM JAYA serta perubehan/tambahannya dan 
laporan lainnya dari Direksi; 

"C. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan a:-Iggaran PAM JAYA serta menyampakan hasil penilaaannya 
kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan 
kepada Dreksi; 

c. mengikuti perkembangan kegiatan PA 	AY?_ dan 
dalam hel menunjukkan gejala kemunduran, segera 
melaporkannya kepada Gubernur Kepala Eaerah  
dengan disertai saran mengenaa langkah yeng harus 
ditempuh; 

d. memberika-1 pendapat dan saren kepada Gubernur 
Kepala Daerah mengenai setiap masalah lEinnya 
yang dianggap penting bagi pengelolaan PAA JAYA; 

e. nelakukan evaluasi pengawasan lain yang di-..entu-kan Gubernur Kepala Daerah; 

f. memberikan laporan kepEda Gubernur Kepala Daerah 
mengenai PAM JAYA dan hasil Delaksanaan t-_zgas Eadan Pengawas, 

Pasal 22 

Badan Pengawas mempunyai wewenang: 

a. melihat 	buku, 	surat dan 	dokumen 	la1.71nya, memeriksa keadaan kas untak keperluan "Jerifikasi 
can memeriksa kekayaan PAA JAYA; 

b. weminta penjelasan dari Direksi mengenai segala 
persoalan yang menyangkut pengelolaan PAM JAYA; 

c. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan 
sepengetahuan Direksi untuk nenghaciri rapat 
Badan Pengawas; 

d. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandar.gan 
terhadap hal-hal yang di-Dicaraken; 

e. melakukan 	yang dianggap perlu aeEuai 
dengan peraauran perundang - undangan yang 3erlaku. 

Pasal 23 

(1) Badan 	Pergawas mengadakan 	rapat 	eekurang- karangnya E (tiga) bulan sekali 

(2) Dalam rapat sebagaimana Cimaksud pada ayat tl) 
pasal ini fibicarakan hal-hal yang berhubungan 
dengan PAM JAYA. 



(3) 
KeputuEan rapat Badan Pengawas diambil atas 
dasar uusyawarah dan mufakat. 

(4) Untuk setiap rapat dibuat riaelah rapet. 

Pasal 24 

:1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas pejabat 
Pemerintah Daerah. 

(2) 
Anggota Badan Pengawas harus mempuryai dedikasi 
yang tinggi, cakap dan mempunjai. kemampuan 
menjalankan kebijaksanaan Gub€rnu::" Ketala Daerah 
serta persyaratan lainnya yanR diper:ukan untuk 
pembinaan dan pengawasan PAM JAYA. 

(3) Antara sasama anggota Badan i=enga;-,as dan antara anggota Badan Pengewae de7:gn Direkel tidak 
boleh ada hub-ungan keluarga sa.mpei derajat ke- 
tiga, baik menurut garis lurus maupur garis ke 
samping termasuk menantu dan ipar. 

(4) 
Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam 
hubungan keluarga sebagaimana cima.-cEud pada ayat 
(3) pasal ini, maka untuk melarutkan jabatannya 
diperlukan izin tertulis dar:. Gubernur Kepala 
Daerah siatelah mendapat pertimbangan Menteri 
Dalam Negeri. 

(5) Anggota Badan Pengpwas tidak 	ole 	merangkap Jabatan lain pada badan usaha swasta yeng dapat 
mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung 
dengan kepentingan PAM JAYA, kecual..1 mendapat izin tertulis dari Menteri Da13.1m Negeri. 

Pasal 25 

(1) 
Anggota Rdan Pengawas sebar.jak-banyaknya 	5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya  3 (tiga) orang yang diketuai oleh Gube:nur 	Daerah azau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Para 	anggota Badan Pengawas 	diangkat dan 
diberhentikan oleh Gubernur Kepsla Daerah 
setelah mendapat persetujuan 	Menteri Dalam Negeri. 

(3) Masa jabatan anggota Badan Pengerwaa adalah 3 
(tiga) tahun dan dapat diangkat :cembal 	setelah masa jabatan tersebut berakhir. 

Pasal 26 

(1) Anggota Badan Pengawas berhenti kaena meninggal 
dunia atau dapat diberhentikan oleh Gubernur 
Kepala Daerah, meskipun masa ,',abatannya belum 
berakhir, kErena: 

a. permintaan sendiri; 
b. melakukan sesuatu yang merugi1:3J-1P 	YA; 
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c. sesua-_-,ua1 yang mengakibatkan ia ticak Japat 
melaksanakan tugasnya secara wajar. 

(2) 3ubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan 
Badan Perga5,.as yang diduga melakukan tindakan 
aebagaimana dimaksud pada ayat (1: huruf b dan c pasal ini. 

Pasa: 27 

Semua pemblayaan dalam rangka pelasanaan zugas 
Bada-1 Pengawas dibeban.-[an pada anggaran P. JAYA. 

B A B VIII 

SA_TUAN PENGAWAS INTERN 

Pasal 28 

(1) Satuan Pengawas Intern marupakan aparat pengawas intern PAM JAYA. 

(2: Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pasal nj dlpimpin oleh seorang Eepala Yang.bertang 	ab gung jaw langsung kepada Direktur Utama. 

(1) Satuan 	Pengawas 	Intern Llrektur 	
bertugas memtant. Utama dalam mengadakan penilaian atas 

sistem pengerdallan Dengelolaan (manajemen) dan 
.1 

pelaksanaannya pada PAM JAYA dan menberikan saran-saran perbaikannya. 

(2) Direksi mengg-
,unakan pendapat dan saran-saran SatLan Pengawas Intern sebagai bahan melaksanakan  

urItuk (nanajemen) PA:1 JAYA. 	pengelb:aan  

penyempurnaan  

Pasal 30 

Dalam melaksanakan tugasnyE, Satuan Pengawas Intern 
wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan 
organisael lainnya di lingkungan PAM JAYA, sestai 
dengar tuEas dan tanggung jawabrya masin=7-masing. 

Kepala Satuan Pe--..gaaas Inter:-) harus 
pendicLkar dan atau:eahjjan

yang cukup merrenu:li berdedikasi tinggi. persyaratan sebagaL pengawas intern obyektif, dan 

Paaal 29 

Pasal 31 

7;(-- 
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Pasal 

Kep-z-la Satuan Pengewas Inten cLangkab dan 
diberhentikan oleh Direktur Jtama eetelah mendapat 
persetujuan Gubernur Kepala Daerah. 

BAB IX 

TUNTUTAN GANTI RUGI 

Pasal 33 
(1) Pegawai PAM JAYA 

termasuk anggota Direksi yang 
melakukan perbuatan melawan huk-..1m atau 
melal'aikan kewajiban dan tugas yang di-Detankan 
kepadanya yang langsung atau tidak langsung 
menimbulkan kerugian bagi .PAM JAYA, diwajibkan mengganti kerugian tersebut. 

(2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugl terhadac 
Pegawai Daerah berlaku sepe.-luhLya bagi pegawai JAYA. 

BABX 

PENDAPATAN DAN UANG JAMINAN 

Pasal 34 

Pendapaan dan penerimaan 
PAM JAYA terdiri atae: e. uanE langganan air minum; b. blaya penyambungan; c. 

penerimaan-penerimaan lain yan. 

Pasal 35 
(1) 

Terhadap pemakaian air minum dikenakan 
uang jaminan•pemakaian air. 

(2) 
Besar uang jaminan dan pengelolaannya ditetapkan 
oleh Gubernur Kepala Daerah delgan mamperhatikan fungsi sosial 

PAM JAYA 
da1a rangka usaha peningkatan pelayanan masyarakat. 

BAB XI 

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN 

Paaal 36 
Tahun Buku 

PAM JAYA 
adalah tahun takwim/tah-2n kalender. 

Pasal 37 

(1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3;tiga) bulan ee-
belum tahun bl_ku berlaku, Direksi telah menyam-
Daikan rencana anggaran PAM JAYA untuk 
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nendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah sete-
lah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas. 

(2) Lpabila dalam jangka waktu 3(tiga) bulan setelah 
rencana anggaran PAM JAYA sebagailmana dimaksud 
pada ayat (1) pasal ini diterima oleh Gubernur 
Kepala Daerah, dan Gubernur Kepala Daerah tida 
mengemukakan keberatan atau tidak menolak 
rencana anggaran tersebut, maka rencana anggaran 
tersebut dianggap berlaku. 

(3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran PAM 
JAYA yang terjadi dalam tahun buku yang bersang-
kutan, harus mendapat pengesahan lebih dahulu 
dari Gubernur 'Kepala Daerah setelah mendapat 
pertimbangan dari Badan Pengawas. 

BAB XII 

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA 
DAN PERHITUNGAN TAHUNAN 

Pasal 38 

Laporan perhitungan hasil usaha dan kelatan PAM 
JAYA disampaikan secara berkala oleh 

	kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas. 

Pasal 39 

(1) 
Untuk tiap tahun buku oleh Direks1 

disampalkan perhitungan hasil usaha PAM JAYA terdiri dari 
neraca dan perhitungan rugi laba kepada Gubernur 
Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selampat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku. 

(2) 
Neraca dan perhitungan rugi laba sebagainana 
dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperiksa oleh 
Akuntan Negara/Akuntan Publik. 

(3) 
Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan 
haruE disebutkan. 

(4) 
Kebijaksanaan akuntansi dalam pelaksanaan pem-
bukuan dan penyusunan laporan keuangan berpe-
doman pada sistem akuntansi yang berlaku. 

(5) 
Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 	

pasal ini disahkan oleh Gubernur Kepala 
Daerah setelah diaudit oleh Akuntan Negara/Akun-
tan Publik dan pengesahan dimaksud memteri ke-
bebasEn tanggung jawab oleh Direksi terhadap 
segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan 
tahunan tersebut. 
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BAB XIII 

PENEIAPA3 DAN PENGGUNAAN LAEA 

Pasal 40 

Alokas:. laba bereh PAM JAYA ditetapkan sebagai Derikut: 

a. angearan Daerah 
b. cadangan umum 
c. jasa produksi 
d. pembinaan koperasi 

pegawai PAM JAYA 

'BAB XIV 

PEMBIA-YAAN PROYEK KHUSUS 

Pasal 41 

PembiayEan pembangunen sarana air minum untuk proyek 
khusue diatur dan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. 

BAB XV 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 42 

Kepegawaan PAM JAYA diatur sesual dengan paraturan ke-Degawa:_an yang berlaku. 

BAB XVI 

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA 

Pasal 43 

(1) Dalam mengembangkan usahanya PAM JAYA dapat 
melakAkan kerjasama dengan pihak swasta dalam 
dan liar negeri, badan usaha milik Negara, badan 
usaha milik Daerah dan koperasi. 

(2) Kerja sama sebagana dimaksud pada E;rat (1) 
pasal ini adalah dalam bidang usaha atau ke-
giatan yang be:-talian langsung dengan atau me- 
nunjaLg usaha pengadaan dan distribus:_ air 
minum. 

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan 
(2) pasal ini dilakukan sesuai dengan peaturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB XVII 

P EMBUBARAN 

Pasal 44 

(1) Pembuberan FA1 JAYA ditetapkan dengan Peraturan Duerah. 

(2; Gubernur Kepala Daeran menunjuk suatu panitia 
pembubaran/ likuidator dalam rangka pembubaran 
PAM JAYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasa: ini. 

(3) Semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya 
dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta 
kekayaan PAM JAYA yang masih ada, sedangkan 
apabila terdapat sisa Jebih dari harta kekayaan 
tersebut, baik bergerak maupun tidak bergerak 
menjadi milik Pemerintah Daerah, dar apabila 
terdapat siea kurang menjadi tanggt:ng jawab Pemerintah Daerah. 

(4) Likuidator memberikan pertanggungjawaban likui-
dasi kepuda Gubernur KeDala Daerah. 

BAB XVIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 45 

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan 
Peraturan Daerah ini, maka Peraturan pelaksanaan 
yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

BAB XIX 

KETENTUAN PFNUTUP 

Pasal 46 

Hal-hal yang merupakan pelaksunaan Peraturan Daerah 
ini ditetapkan oleh Gubernur :{epala Daerah. 

Pasal 47 

Dengan berlaLunya Peraturan Daerah ini maka 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1977 tentang 
Pendirian dar Pergurusan Ferusahaan Daerah Air 
Minum Daerah KhuEus Ibukota Jakarta (?AM JAYA) 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 

,t{ 
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Peraturan Daerah 
JAYA. 

Pasal 48 

ini dapat disebut Peraturan PAM 

Pasal 49 

Peraturan Daerah nimulai berlaku pada targgal 
diundangkar. 

Jakarta, 15 Dktober 1992 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA..-1 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

• KETUA,f9--- 

 

RITONGA 

Diundangkan dalam Lembara=1 Daerah 
Khusus Ibukota Ja,4.arta Nonor 
Tahun 	Seri Li Nomor Tanggal 

 

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS 
IBUKCTA JAKARTA, 

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputuer.an Nomor 

4Y- 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 13 TAHUN 1992 

TENTANG 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

(PAM JAYA) 

I. PENJELASAN UMUM 

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian dan 
Pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Daera:-1 Khusus 
Ibukota Jakarta (PAM JAYA). Penvempurnaan Peraturan 
Daerah ini bertujuan untuk lebih mendayagunakan dan 
meningkatkan pelayanan, fungsi serta peranan Perusahaan 
Air Minum sebagai salah satu sarana pengembangan 
perekonomian Daerah dan sumber pendapatan asli Daerah, 
sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan 
pelaksanaan pembangunan dewasa ini. 

Usaha meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang 
penyediaan dan distribusi air minum, memerlukan adanya 
aparat penyelenggaraan dan pengelolaan yang dapat 
bekerja secara berdaya guna dan berhasil guna 
didasarkan pada asas ekonomi perusahaan yang sehat, 
tanpa mengabaikan kepentingan umum. 

Dengan demikian PAM JAYA sebagai perusahaan air minum 
berfungsi memberikan dan penyediakan jasa-jasa kepada 
masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga dan 
sosial maupun kebutuhan industri , perdagangan dan 
kebutuhan lain agar dapat membiayai dirinya sendiri 
serta meningkatkan pelayanan sebagai perusahaan yang menari..-z pungutan dari pemakai air minum. 

Penyempurnaan Peraturan Daarah ini adalah mengatur 
kembali upaya peningkatan peran PAM JAYA 

yang dilakukan dengan jalan antara lain menyempurnakan kepengurusan, 
pengelolaan serta meningkatkan fungsi dan kegiatan 
usahanya. 

Modal PAM JAYA sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 1977 dirasakan kurang memadai. 
Oleh karena itu untuk melaksanakan tugasnya sebagai 
salah satu sarana pengembangan perekonomian Daerah dan 
sumber pendapatan asli Daerah diperlukan dana yang 
cukup besar dalam jangka panjang. 

Peningkatan modal dasar perusahaan Daerah air minum ini 
menjadi sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) 
dimaksukan untuk memenuhi keperluan dana dalam jangka 
panjang. Untuk memenuhi jumlah dana dima'Asud dapat 
diupayakan secara bertahap antara lain dengan cara 
peningkatan persentase cadangan umum, pinjaman dan 
Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). 



2 

II_ PENJETIASAN PASAL DEMI PASAL 

Paeal 1 s.d. 6 	: Cukup jelas. 

Pasal 7 huruf a s.d. j : Cukup jelas. 

huruf k 
: Tindakan yang diambil antara 
lain berupa penetapan biaya 
penggantian atas kerugian 
yang diderita PAM JAYA sebagai 
akibat adanya pemakaian air 
yang tidak sah. Dalam hubungan 
ini, pemakaian air yang tidak 
sah diartikan secara luas se-
hingga langsung ataupun tidak 
langsung meliputi semua pe - 
langgaran atas kewajiban dan 
larangan sebagaimana dimaksud 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
1988 tentang Pelayanan Air 
Minum- 

huruf 1 
: Kebutuhan fasilitas kota di-
maksud adalah penyediaan air 
untuk penanggulangan bahaya 
kebakaran, pemeliharaan taman, 
air mancur dan lain sebagainya. 

huruf m 	
: Pengaturan dan pengawasan 
atas usaha-usaha instalasi 
air minum (instalatur) oleh 
badan-badan atau perorangan 
ini merupakan tugas Pemerin-
tah yang dilimpahkan kepada 
PAM JAYA dengan pertimbangan 
effisiensi, einkronieasi, kon-
tinuitas dan teknis pelaksa - 
naan ketentuan ini akan di-
tetapkan oleh Gubernur Kepala 
Daerah dalam hal ini PAM JAYA 
adalah sebagai pelaksana 
teknis dalam pembinaan dan 
pengawasannya yang bertindak 
atas nama dan bertanggung 
jawab kepada Gubernur Kepala 
Daerah. 

huruf n s.d. o : Cukup jelas. 

	

Pasal 8 ayat (1) 	: Cukup jelas. 

	

B_yat (2) 	: Modal statuter PAM JAYA se- 
besar Rp_2.000.000.000.000,00 
(dua triliun rupiah),termasuk 
modal yang ditempatkan baik 
yang berasal dari pinjaman 
dalam negeri maupun pinjaman 
Luar negeri yang digunakan 
untuk keperluan pembangunan 
proyek instalasi produksi dan 
perluasan jaringan pipa dis - 
tribusi. 
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ayat (3) 	: Cukup jelas. 

ayat (4) 	: Modal yang dieetorkan sebesar 
Rp.127.573 410 961,61 (sera- 
tus dua puluh tujuh miliar 
lima ratus tujuh puluh tiga 
juta empat ratus sepuluh ribu 
sembilan ratus delapan puluh 
satu rupiah enam puluh satu 
sen ) adalah merupakan modal 
yang tercantum dalam neraca 
PAM JAYA per-31 Desember 1990 
yang telah diaudit oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan Pusat 
(BPKP) dengan perincian : 

1. PMP Pusat 
Rp.27.196.630.182,59 

2. PMP DKI Jakarta 
Rp.51.947.626.092,39 

3. Modal PAM JAYA(penilaian 
kembali aktiva tetap 
berdasarkan PP 45 
Tahun 1986). 
Rp.38.135.375.533,91 

4. Cadangan 
Rp.9.842.804.306,07 

5. Sisa laba 
Rp. 450.774.866,65 

Jumlah modal PAM JAYA $ebeear 
Rp.127.573.410.961,61. 

	

ayat (5) 	: Cukup jelas. 

	

Pasal 9 ayat (1) 	Cukup jelas. 

	

ayat (2) 	
: PAM JAYA tidak membentuk 
cadangan rahasia dimaksudkan 
agar setiap perencanaan 
permodalan 	dapat 	lebih 
terarah baik dari segi 
operasional maupun pengawasan 

: Cukup jelas. 

: Cukup jelas. 

: Cukup jelas. 

: Pengajuan permohonan penge-
cualian kepada Menteri Dalam 
Negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat ini harus terlebih 
dahulu mendapat pertimbangan 
Dewan Perwakilan Rakyat Dae- 
rah Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

Pasal 12 ayat (I) : Direktur Utama PAM JAYA dalam 
menyelenggarakan segala ke-
giatannya bertanggung jawab 
kepada Gubernur Kepala Daerah 
sehingga segala sesuatunya 
mengenai PAM JAYA disalurkan 
melalui Gubernur Kepala Daerah. 

s ayat 

Pasal 10 

Pasal 11 ayat (1: 

ayat (2; 



: Cukup jelas. 

: Cukup jelas 

: Cukup jelas. 

: Persyaratan lainnya yang di-
maksud dalam pasal ini dite-
tapkan oleh Gubernur Kepala 
Daerah dengan berpedoman ke - 
pada ketentuan yang ditetapkan 
oleh Menteri Dalam Negeri. 

ayat (3.:dan(4) : Cukup jelas. 

ayat (2) 

Pasal 13 s.d 

Pasal 16 ayat (1) 

ayat (2) 

4 

ayat (5) 
: Perangkapan jabatan lain di- 
' maksudkan dalam pasal ini 

adalah : 

a. anggota Direksi Perusahaan 
Daerah lainnya atau peru-
sahaan swasta atau jabatan 
lain yang berhubungan de-
ngan pengelolaan perusaha-
an. 

b. jabatan 	struktural 	dan 
fungsional lainnya dalam 
instansi/lembaga Pemerin-
tah Pusat dan Daerah. 

c. jabatan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan per-
undang-undangan yang ber-
laku. 

: Cukup jelas. 

: Cukup jelas. 

Persyaratan lainnya yang di-
maksud dalam pasal ini dite-
tapkan oleh Gubernur Kepala 
Daerah dengan berpedoman pada 
ketentuan yang di_tetapkan 
oleh Menteri Dalam Negeri. 

ayat 13) s.. (5) 	Cukup jelas. 

Pasal 25 s.d. 34 	: Cukup jelas. 

Pasal 35 Uang jaminan atau uang muka 
langganan dimaksud adalah 
uang yang diterima sebagai 
jaminan pelanggan air minum 
dan dapat dikembalikan bila 
pelanggan tersebut berhenti 
sebagai pelanggan air minum 
atau diperhitungkan dengan 
pembayaran rekening air yang 
tertunggak. 

Pasal 17 s.d. 23 

Pasal 24 ayat (1) 

ayat 

/g- 
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Pasal 36 s.d. 37 	
: Cukup jelas. 

Pasal 38 

: Laporan perhitungan hasil 
usaha dan kegiatan Perusahaan 
Daerah dari Direksi kepada 
Gubernur Kepala Daerah tidak 
menutup kemungkinan Gubernur 
Kepala Daerah untuk menyampai 
kan informasi mengenai hal 
tersebut kepada Dewan Per- 
wakilan Rakyat Daerah. 

Pasal 39 
: Cukup jelas. 

Pasal 4D huruf a dan b : Cukup Jela5. 

huruf c 

Pasal 41 

Pasal 42 

Pasal 43 ayat (1) 

Jasa produksi diperuntukkan 
bagi Direksi, Karyawan, 
Badan Pengawas dan Cadangan 
Dana TaktLs. 

: Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

: Kedudukan hukum pegawai, gaji, 
pensiun, t_mjangan dan peng-
hasilan lain dari Direksi dan 
pegawai PAM JAYA ditetapkan 
dengan peraturan tersendiri 
dengan berpedoman pada Undang-
undang dan ketentuan kepe-
gawaian 3;ang berlaku dan 
pelaksanaannya 	disesuaikan 
dengan kemampuan PAM JAYA. 

: Kerja sama yang dimaksud dalam 
Pasal ini dapat berbentuk 
joint-venture dalam satu 
badan usaha yang berbadan 
hukum untuk menghasilkan 
suatu barang tertentu bagi 
kebutuhan da.n keuntungan PAM JAYA. 

: Badan usaha atau 	kegia-;an yang bertalian dengan atau 
menunjang usaha pengadaan dan 
distribusi air minum antara 
lain: pembuatan meter air, 
mesin-mesin atau spareparts 
instalasi air minum, pipa-
pipa, bahan kimia, usaha, 
jasa, instalasi, kontraktor, 
pembangunan di bidang perair-
minuman dan -ebagainya. 

: Cukup jelas. 

: Cukup jelas. 

ayat (2) 

ayst (3) 

Pasal 44 s.d. 49 

---------------------- 
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